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BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN OUPATI LEBONG 
NOMOR 17 TAHUN 2022 

TENTANO 

PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESF.IIATAN DAN DUKUNGAN BIAVA 
OPERASIOiNAL PELAYANAN KESEHATAN OALAM PEMANFAATAN DANA 

KAPITASI JAMI NAN KESEHATAN NASIONAL PADA F'ASILITAS KESEHATAN 
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa Peraturan Bupati Lebong Nomor 26 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 
clan kebutuhan efoktivitas pemanfantan dana kapitasi, 
sehingga perlu diganti; 

b. bahwa berdasarka.n pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menctapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Penggunaan Jasa 
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Pelayanan Kcsehat.an dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jarninan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 , Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undnng Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembcntukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu ILembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15•\, Tambahan 
Lembaran Negarn Republik lnclone:;ia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Siste 
Jaminan Sos.ial Nasional ILembaran Negara Republ: 
Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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9 ientnng 

4. Undnng-Undang Nomur J6 Tnhun 200 io TohU11 

Kesehntan (Lemhnr::m NcRarn Republil< tntlo~~~: Rcpublil< 

2009 Nomor 144 Tambnhon Lembnriu 1 Neg 

Indonesia Nomor
0 

506:l); 
l I ic111nng 

5. UndRng-Untlang Nomor 12 Tnhun ct20 u,,dnngnn 
nng· I 

Peml>C'ntuknn Pernturan Peru•~ 'fot,un 20 I 
(Lemhnmn Ncgnra Rc:-publik lndoncsm . Rcpuhlil< 

Nomor 82. Tnmbahan Lemburnn Ncgnrnl h di11bah 

23 i ) b llmallll IC a 
lndonc:-sia Nomor 5 · • se ng, 2020 tcntnng 

dengan Undong-Undnng Nomor 15 Tahur:?. Tahun ?Ol 1 

Pernbahan ,\tns Undnng-Unclnng Nomor la~ .undnngon 

tcntang Pembcntukan Pcrnturnn Pcru,~c g t,un 2020 
(Lembaran Nc:-garn Rcpublik Indonesia Ta Rcpublik 

Nomor 183, Tambahnn Lcmbnran Negara 

Indonesia Nomor 6398); 

N 23 T!lhun 20 I 4 tenta~g 
6 . Undang-Undang omor N Repubhk 

Pemerintnhan Daerah (Lembaran egara h 
. 0 N 244 Tamba an 

Indonesia Tnhun 20 4 omor ' 87 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia No~or 55 h); 

sebagaimana telah diubah bcbcrapa knl1 tcrnk 1 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketlua Atas Undang-Umlang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturnn Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapi tasi J aminan 

Kesehatan Nasional pada Fasililo.s Keschatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) 

sebagaimann tclah diubah dengan Peraturan Prcsiden 

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kcschatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tcntang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Pcraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tenta ng Perubahan 

Kedua atas ~eraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang J amman Kesehatan (Lembaran Negara Re bl'k 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); pu 
1 
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Menetapkan 

9 p h n 2015 
· eraturan Menteri Dnlam Negeri Nomor 80 Ta u Serita 

tcntang Pembentulmn Pro<luk Hukum Daerah 1
2036), 

Ncgarn. Rcpublik lnclonesia Tnhun 20 I 5 Nomor Menteri 
scbagn1mann tclah <liubah deng1111 Peraturan tcntang 
Dalam Negcri Nomor t 20 Tahun 20 18 . N mor 
Pcrulmhnn Alas Pcmturan Men1cri Dalam Negcr1H 

0
kuin 

80 Tahun 2015 tcntang Pcmbcntukan Produk 
0

20Is 
Dnerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 158) ; 

6 T tun 2022 
10. Pernturnn Menteri Kcschatan Nomor a 1 

0 n 
tent1111g PcnggllllARn JAsa Pelnvanan Kesehatan a 
Dukungan BiayR Operasional · Pclnyanan Kcschatan 
Dalnm Pcmanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kcschatan 
Nnsional Pada ~·asilltns Kcschatan Tingkat Perta":ka 
Milik Pcmerintah Dacrah (Bcrita Negara Rcpubli 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 315); 

11. Peraturan Daerah l(abupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor IOI, sebagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupatcn Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 
Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGGUNAAN 
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUh.'UNGAN BIAVA 
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL PAD/\ FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN 
LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PAsal 1 

I . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lebong. 

2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adal h 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. a 
4. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Kasehatan Kabupaten 

Lebong. 
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5 J i d ' ebut Jl<N 
· am nan l<esehatan Nasional selanjutnya 15 ngar 

aclnlnh jnminnn beru1m pcrlindungnn kcsehntanhatan 
Pc .h . an l<esc serta mcmpcroleh manfont pemch Arn dasar 
dan pcrlindungan dalam mcmcnuhi l<ebutuha n yang 
keseha tan yang diberikan kepadit sctiap oran~ntah 

b . . 1·b . lch pemen . mcm_ ayai: 1uran r-1lau 1urannya_ c_ 1 a) ar O •• 
11 

Kesrhatan 
6. Fas1htas Keschatan adala.h Fas1htas Pela)'ana upaya 

yang digunakan untuk menyelenggar?-kan romotif, 
pelayanan kesehatan perorangan, baik d~ kukan 
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang ~ a /ataU 
oleh Pemetintah, Pemerintah Daerah , an 
mAsyara ka t. . d. ebut 

7. Fasilitas Kesehata n Tingkal Pert.ama selanJutnyal ~:kan 
FKTP adalah fasilitas kesehatan yang me a · 

0 ·r: t no pclayanan keschatan perorangan yang bers1 a . 
• · diagnosis spesialistik untuk keperluan observas1, • ' 

perawatan, pcngobatan, a ta u pelayanan kesehatan 
lainnya. 

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehadtan 
selanjunya disebut BPJS Kesehatan adalah ba an 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program 
Jaminan Kesehatan. 

9. Penerima Bantuan Juran selanjutnya disebut PBI adalah 
seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang memiliki 
kartu Jamkesmas dan Jamkesda atau sudah tercatat di 
database kepersenaan BPJS. 

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan 
yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah 
peserta yang terdaftar tanpa mcmperhitungkan jenis dan 
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

11. Pengelolaan Dana Kapatasi adalah tata cara 
penganggaran, pclaksanaan, penata usahaan, dan 
pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh 
FKTP dari BPJS Kesehatan. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS 
adalab warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unhlk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
sclanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi sya rat tertentu. yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tu gas 
pemcrintahan. 

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
ASN ~daJ3!1 PNS d'.111 PPPK ~ang diangkat oleh Pejabat 
Pembina Kcpe~awa1an dan d1serahi tugas dalam suatu 
jabatan pemenntahan atau diserahi tugas negara Jainnya 
dan di~aji .berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

15. Orga01sas1 Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD 
adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
Pengguna Angga.ran/Pengguna barang. 
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16 R . · Perangkat 
· cncana Kcrja clan Anggaran Organtsa5 t D adalah 

Daernh, yang sclanjutnyn dischut RKA-OP bclanja 
dokumcn yang mcmu1H rcncnna pcndnpntan d::dapataJ1, 
OPD ntau dokumen ynng memuat rencana Pk 

11 
fungsi 

bclanjn <Inn pcmhinynnn OPD yang melaJ<Sa:~/ ai dasar 
bcndnhnrn umum rlncrnh ynng cllgunnkan 5 g 
pcnyusunan rancangan APBD. . si Perangkat 

17. Dokumcn Pclnksnnnan Anggaran Organisa PD adalah 
Dncrnh vang sclnnj ulnyn discbut DPA-O 

1 
. OPD 

· d 1 be anp dokumcn yang memuat pendapatan ar . dan 
d t n bela.nJa atau dokumcn yang memuat pen apa a ' . b dahara 

pcmbiayann OPD yang mclaksanakan fung5 i ~n dasar 
umum dncrnh yang digunakan sebagru 
pclaksanoan anggaran olch pengguna anggaran. 

Pasal 2 

Pcn gaturan pcnggunaan Dana Kapitasi JKN u_ntuk j:: 
pelayanan kesehatan clan dukungan biaya operas1onal P .. 
FJ<TP milik pcmerintah dacrah ditujukan bag1 FKTP JT11lik 
pcmcrintah dncrah yang bclum menerapkan pola pengelolaan 
kcuangan badan layanan umum daerah. 

BAB II 
PEMANF'AATAN DANA KAPITASI 

Pasal 3 

(I) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Sadan 
Pcnyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan 
seluruh nya u ntuk : 
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diuraikan ke dalam program, kegiatan, 
subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 
keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
untuk tiap FKTP ditctapkan sekurang-kurangnya 60% 
(enam puluh persenJ dari pencrimaan Dana Kapitasi. 

(4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pcmbayaran dukungan 
biaya operasional pelaynnan kcschatnn sebagaimana 
dimaksud pndn nyAt 11 I huruf b tlitc tapkan sebesar 
sclisih dnri beimr 0ana Kapitasi cl iku rnngi dengan besar 
alokasi u ntul< pernbayaran jasa pelRyanan kesehatan 
sebagaimnna dimnksud pada ayat (3) . 

(5) Besaran alol<a_si scbagaim~a dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dttetapl<an settap tahun dengan Keputusan 
Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas J<esehatan 
Kabupaten Lebong dengan mempertimbangkan : 
a . tunjangan yang telah cliterima clari pemerintah 

daerah; 
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b ke · n ctnJarn · gJalan operasional pclavanan kcschnto -,.. 
rangk . . - . . ,. 'cl " pcJoyon ..... 

< a mencapat target l<tnclJO dt ul . on,. 
kesehatan; dan dis 

c. kebutuhan obat, alat kcschatan, dart balll'tn me 
habis pakai. 

Pasal 4 

. c1 · aksud 
(I) Pemanfaatan Dana Kapitasi seb0ga1mona ,m h 

dalam Pasal 3 digunakan untuk mosa I (satu) ta un 
anggaran. 

(2) Dalam ha! terdapat sisa Dana l{opitosi 
dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya 
sesuai dcngan ketcntuan peroturan 
undangan. 

BAB Ill 

scbagaimana 
dilaksanakan 

perundang-

PEMBAYARAN JASA PELAYAN,\N KESEHATAN 

Pasal 5 

( 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pcmbayaran jasa pclayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dimanfaatkan untuk pcmbayaran jasa pclayanan 
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga 
nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada F'KTP. 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcliputi: 
a . calon PNS; 
b. PNS; 
C. PPPK 
d. pesert::i program intemsip: 
e. peserta program penugasan khusus termasuk 

nusa.ntara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ; 

f. pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala 
dinas kesehatan selaku pcmberi kerja dalam hal 
PNS tidak memada.i. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan variabel: 
a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan 
b. kehadiran. 

Pasal 6 

(I) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas: 
a jenis ketenagaan; 
b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung 

jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; 
dan 

c. masa kerja. 

t1{ ,~5~~~~, ~ 
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I " 

(2) Vanabel · · . , . ksud pad~ Jen1s kelcnngnnn scbngnmmnn d1ma • bagal 
nyn_t (t) hurnf n, dcngnn l1ctc11tunn pcnilnian se 
benkut: 
fl, lcnaga medis, dibcri nilni 150 (scrntus limn ~ulu,h~llai 
, . l · · 'p d1ben " u , cnngn meths pcserln progrnm intcnu11 , 

75 (tujuh puluh limn: (Ncrs), 
c. tcnngn npotekcr, tcnngn prorcsi l<cpcrawatnn )· 

' . , l'b , ' I ' 100 (scra lUS' te rrngn pro1l'S1 keb1dnnnn, c I en 111 Ill , oilai 
d. tcnagn kcsehntnn pnling rcndnh S I / D4, clibcrl 

80 (cklnpnn puluh): I h) ' 
c. tenngn kcsehntnn D3, dibcri nilai 60 (cna~ pu 11 

1 'h)' 
f. nsisten 1enngn kt•srhntnn, dibcri nilni 50 (luna

4
pud~bcri 

g. tenagn non kcschntnn paling rend ah S l / D • 
1 

nilni 60 (cnam puluh): , . . . . Juhl; 
h. tcnngn nonkeschatan D3, d1bcn ntlm 50 Orm~ P~ i 25 
i. tcnngn nonkcsclrntnn di bawah D3, chben nila 

(dua puluh lima) : dan k 
j. peserta program penugasan khusus . terma~u h 

nu santarn sehat, diberi nila i scbesar 50% (bma pu u 
perscn) dnri nilai sebngaimana dimaksud pada h_ur~f 
a, hurur c. huruf d , dan huruf e, scsuai dengan Jems 
kctenagaannya. 

(3) Penila ian variabcl jenis kctenagaan sebagain:ia~a 
dimaksud pada ayat (21, didasarkan pada Jems 
pendidikan te rakhir yang telah ditetapkan clan diakui 
oleh pejabat yang bcrwenang di bidang kepegawai~~- . 

(4) Vanabel rangkap tugas jabatan admm1stras1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b pada 
tenaga scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
ketentuan penilaian sebagai berikut: 
a. tambahan nilai I 00 (seratus), untuk tenaga yang 

merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan 
b. tarnbahan ni lai 50 (lima puluh) , untuk tenaga yang 

merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi 
JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab 
penatausahaan keuangan. 

(Sl Vanabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau 
koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b pada tenaga 
sebagaimana dimak sud pada ayat (2) dengan ketentuan 
penilaian diberi tarnbahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap 
jenis program/ upa_ya/ pelayanan. 

(6) Van abel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 
a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 

(dual: 
b. S (limal tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahu n 

diberi tambahan nilai 5 (limal; ' 
c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun, diberi tambahan nilai l O (sepuluh); 
d. 16 (en~ be~asJ tahun sai_n~ai dengan 20 (dua puluh) 

ta hun, d1ben tambahnn mlat 15 (lima bclas); 

IT 1~e~~1 8 
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c. 21 (dun Pllh1h Mtu) tnhun snmpni cll'ngnn 25 (~~: 
putuh limn) tnlrnn. dilwrl rnmhnhnn nilnl 20 (c 
putuh): tlnn Jibcrl 

f. lcbih dnri 25 (<lun puluh limn) rnhun, 1 

tambal1An nilni 25 (dun puluh limn). 

Pasal 7 

(1) Vasiabcl kchnd!rnn scbngnimnnn dim11ks11d dn.lnm Pabsa!,.
5
1
• 

·1 · n se a.,,..­padn aynl (31 hurur b dengnn kctctunn pcn1 n1n · 

bcrikut: hari' 
a . lrndir setiap harl kerjn, dibcri nilai I (satul per • 

dan . . ang 
b. 1·erlambnl hadir ata u pulnng scbclum w11ktunya Y t 

diakumulnsi sampai clengnn 7 (tujuhJ jnm dalA m sa u 
hulnn. clikurnngi I (satu). 

(2) Ketidnkhadiran karena sakit dan/atau penugasan 
ikedinasan oleh pejabal yirng bcrwenang pal_ing _bnnya~ ~ 
(lign) lrnri kerja dnlam satu bulan tetap d1benkan nilai 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I l hurur a. 

Pasal 8 

Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang 
diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga 
non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan 
jasa pelayanan kesehatan bcrdasarkan ketentuan variabel 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 . 

Pasal 9 

Jasa: pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan 
pembayaran kapitasi yang sctiap bulan diterima oleh FKTP. 

BABIV 
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL 

PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 10 

( I ) AJokasi Dan~ Kapitasi untuk pembayaran dukungan 
b~aya operas1onaJ pelayanan kesehatan sebagaimana 
d1rnaksud dalarn Pasal 3 ayat (41 dirnanfaatkan untuk: 
a . b1ay~ obat, a lat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2J D~kungan bi~ya operasional pelayan an kesehatan 
lam .nya . sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 11 huruf b 
m.ehpuu: • 
a. belanja barang operasional, terd!ri atas: 

I. belan~a untuk pelayanan kesehatan dalam gedung; 
2
3

. bbel
1
an~a untuk ~elayanan kesehatan luar gedung; 

. e anJa operas1onal dan pemeliharaan kendaraan 
puskesrnas kehling dan ambulans· 

4. ba~an cetak, fot.okopi, penggandaan, atau al 
tulss kantor; at 

[ r ,~~~,c~I il 
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5 · tern · administrasi, koonlinosi progrnm, dnn sis 
informnsi; · 

6 . k . . I I rnnnus1a . pcnmi: nlnn lmpns11ns sum ,er < nyn 
k<'schntnn: rlnn / ntnu 

7. ))('mrlihnmnn !lnrnnn dn11 pmsnmnn. ng 
b. bclnnjn modnl untuk snrn1111 dnn 11rnsarana yn n 

. k pcratura pclnksannRnnyn scsum clcngnn ctcnwru1 
perundnng-umlnngnn . 

Pnsnl 11 

(1) Pcngadaan obnt, nlnt kcschatan, bahnn mcdis habis 
pakai, dan penfin<lnnn (.)l]rang/jasn yang tcrknit clengan 
dukungan bin\'a nperasional pclnyana.n kesehatan 
lninnya dilakuknn nlch 171<TP scsuai dcngan ketcntuan 
pcrnturan perundnng-undangan. 

(21 Pengnrlcrnn obat scbngnimana dimaksucl pada ayat (t) 
dim:mfantkan untuk pelayanan kcschatan cli Fl<TP, dan 
diperhokhknn untuk pcnyediaan nwal obat pelayan~ 
progmmi rujul< balil< di FKTP, dengan memenuh1 
persyaratan sesuai clcngan ketcnlUan peraturan 
perunda.ng-umlangan. 

(31 Pcngadaan sebagaimana clinrnksud pada ayat ( 1) harus 
mcmpertimbangkan ketersediaan yang clialokasikan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

(41 Pengadaa.n sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) harus 
berpedoman pada formularium nasional. 

(5) Dalam ha! obat dan bahan medis habis pakai yang 
dibutuhkan tidak tercantum dalam fonnularium nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat 
menggunakan obat lain tennasuk obat tradisional, obat 
herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, 
dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lebong. 

Pasal 12 

(I) P~nyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP 
dilakukan secnra elektronik menggunakan sistem 
mfonna~1 yang terdiri atas sistem pengadaan secara 
elektron1k (katalog elektronik) dan toko d · ( anng e-
commerce), serta sistem pendukung sesuai dengan 
ketentuan peratur~n perundang-undangan di bidan 
pengadaan barang/Jasa pemerintah. g 

(2) DaJam ha.I infrastruktur pendukung untuk d 
1-k .k . penga aan 

secara e e troni sebagaunana dimaksud ada a 
belum tersedia di lokasi FKTP pengacla p b yat Ill 

. , < an arang/J'a 
oleh F'KTP d1lakukan secara manual/non I 1 .k sa 

,31 P · d . ·ee<tron1 
enga aan bamng/Jasa sebagaimana 1· k . 

( l)d 'J k k . <rma sud pada 
ayat . t a u an oleh kepala FKTP atau staf FKTP . 
d11unJuk oleh kepala FKTP )'ang d' Yang 

·1·k· 'fik iutamakan telah mem1 1 1 sert1 1 at pengadaan barang/j 
(4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhl<a:Sc~KTP· 

a. belum tercantum dalam katalog el kt · .
1 
· 

daring;. atau e rom < atau toko 

. 
I 

BAGIAN 
~ HUKUM 
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b. barang/jasa telah tcrcantum dalnm ka tnlog clcktronik 
ntau toko daring tctapi pcnycdin titlnk mnmPU 
melaya.ni pemesanan bnrnng/jnsa lmret~I.\ 
kcterbatnsan jnngkauan layannn pcnyedtn 
barang/jasa. 

FKTP dnpat melakAAnakan pcngadann bnrnng/jasn 
secara manunl/non-eleku·onik atuu tidak mclalui e· 
purc/insing scsuai dcngan ketcntuan peraturt1n 
pcrundang-undangan. a 

(5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sec~ 
manual/non-elcktronik atau tidak mclalui ep11rr.lia5ing 
S<'bag11im:rna dimaks11d pndn ayat (?.) <Inn ayat (-11, F~TP 
tcrlel>ih dahulu berkonsultl'lsi dcngan i,;cpaln Bagian 
Pcngadaa.n Barang/Jas,, Sekrctoriat Daerah Kabupa~cn 
Leb~ng yang dibuktikan dengan sural rcsmi dari Bagian 
Pcngadnan Bnrnng/Jo:;a Sekrecariat Dnerah l(abupatcn 
Lebong. 

(6) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan 
sebagaimana d.imaksud pada ayal (1), maka pengadaan 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong 
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

Pembinaan dan peogawasan pelaksanaan Peraturan Bupati 
ini dilakukan olch Kcpaln Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP 
secara berjcnjang dan secara fuogsional oleh Aparatur 
Pengawas lnstansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan 
kcteotuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 14 

(I) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, 
Dinas Kesehat11n Kabupaten Lcbong melaporkan 
pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara 
berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 
dan Kemeterian Kesehatan. 

(2) P~laporan scbagair~an_a di~aksud . pada ayat ( 1) 
d1laksanakan melalu1 s1stem mformas1 yang terintcgrasi 
dengan sistem informasi pcmerintahan daerah sesuai 
dengan kctentuan peraturan perundang-undanga n . 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan 
Oupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengclolaan dan 
Pema nfaatan Dana Kapitasi Jaminan l(eschatan Nasional 
pada Fasilitas l{csehntan Tinglcat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lcbong, dicahut clan d inyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 16 

Pcraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkannya 
pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan Penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada t ggal 19 April 2022 

EBON1 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 19 April 2022 

S ARIS DAERAH 

H. MUSTARANI 
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